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Dalam bal putusan Mahkamah Agung tingket pevinjavan kembali yang
telah merima secara formal pennintaan pcninjauan kembali yang diajukan oleh
Jaksa Peauntut Umum (JPU) adalah merupakan terobosan baru bagi dunia hukum
di Indonesia,untuk meneapai keadilan dan kebenaran bukum yang bertujuan pada
kepentingan umum. Olch karenanya, putusan Mahkamah Agung tingkat
peninjauan kembali tersebut, merupakan legitimasi bagi kejaksaan Negeti
Gunungsitoli untuk mengajukan peninjauan kembsli ke Mahkamah Agung atas
putusan pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor: 15/Pid.B/2010/PN-GS.

Permasalahan yang diteliti oleh penuiis adalah: Bagaimanakah kajian
bukum tentang Peninjauan Kembali; hak Pepuntut Umnm mengajukan peninjauan
kembali (PK); untuk mencapai keadilan dan kebenaran hukum, Jaksa melakukan
terobosan dalam putusan No: 15/Pid.B/2010/PN-GS.

Hasil penelitian dalam mengsjukan upaya tukum luar biasa Peninjauan
Kembati olebh Jaksa Penuntut Umum (JPU) adalzh:di dasari pada Pasal 263 ayat
(1) KUHAP dengan syarat-syarat yang dimaksud didalam Pasal 263 ayat (2)
KUHAP. Sedangkan hak penuntut umum untuk mengajukan upaya bukum luar
biasa ke Mahkamah Agung telah dilegitimasi oleb Putusan Mahkamah Agung
tingkat Peninjanan kembali Nomor: 55 PK/Pid/:996, tangga! 25 Oktober 1996.
Kemudian Pasal 268 ayat (3) KUHAP banya memberi kesempatan salu kali saja
untuk smengajukan PK ke Mahkamah Agung, Selsnjutnya untuk mencapai
keadilan dan kebenasan bukum, JPU dapat mengajukan permohonan peninjauan
kembali ke Mahkamab Agung atas putusan Nomor : 15/Pid.B/2010/PN-GS salah
sanwsya di dasan Pasal 2 Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:
KEP - 503 /A /3A /1272000 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan
Pengawasan Kejaksaan Repuhlik Indonesia Jaksa Agung Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, penulis menyarankan: Agar
pemenomeh tetap koasisten pada hukum yang berlaku sebagaimana yang dimaksud
di dalam Pasal 263 ayat (1) dan tidak memberikan kesempatan kepada JPU untuk
mcngajukan upaya bukum luar biasa peninjauan kembali karena hal ijtu
beremangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu
dalxm meacapai keadilan dan kebenaran hukum wntuk kepentingan umum, maka
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